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ABSTRAK 

Faridah, 2018. Analisis sistem penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap  

Penilaian kinerja pada PT. PLN (persero) Wilayah Sulselrabar Skripsi Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Makassar.Dibimbing oleh Abd Rahman Rahim dan Ismail Badollahi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi 

pertanggungjawaban pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar.Jenis penelitian 

yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini 

adalah data yang berupa keterangan, penjelasan, atau uraian yang berhubungan 

dengan penelitian yang meliputi tujuan, struktur organisasi dan aktivitas yang ada 

pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar.. 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselbar sudah menerapkan akuntansi 

pertanggungjawaban dengan cukup baik . 

 

 

Kata Kunci: Akuntansi pertanggungjawaban, penilaian kinerja 
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ABSTRACT 

Faridah, 2018. System analysis of the application of accountability accounting for 
performance appraisal at PT. PLN (persero) Wilayah Sulselrabar. Thesis Accounting 
Study Program Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah 
Makassar. Supervised by Abd Rahman Rahim and Ismail Badollahi. 

 This study aims to find out how the accountability accounting system at PT. 
PLN (persero) Wilayah Sulselrabar. The type of research used is qualitative 
research. Qualitative data in this study are data in the rorm of information, 
explanations, or descriptions relating to research that includes the objectives, 
organizational structure and activities that exist in PT. PLN (Persero) Wilayah 

Sulselbar. 

 Based on the results of research and discussion, it can be concluded that PT. 
PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar has applied accountability accounting well. 

 

Keywords: accountability accounting, performance assessment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 

operasional suatu organisasi, bagan organisasi dan karyawan berdasarkan 

sasaran, standard an criteria yang telah di tetapkan sebelumnya. Kesimpulan 

dari kedua pengertian tersebut diatas bahwa penilain kinerja manajemen 

adalah menilai atau mengevaluasi perilaku manuisa atas pelaksanaan 

wewenang dan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi. Apabila 

informasi akuntansi yang digunakan sebagai landasan evaluasi kinerja maka 

informasi akuntansii yang memenuhi kebutuhan tersebut adalah informasi 

akuntansi manajemen yang berkaitan dengan individu yang mempunyai 

tanggung jawab tertentu dalam organisasi. Metode dan eknik yang digunakan 

dalam mengukur tindakan dan perilaku yang dihubungkan dengan suatu 

evaluasi kinerja juga akan mempengaruhi motivasi dari anggota organisasi. 

Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan sebaliknya 

lingkungan kerja yang bururk akan menghasilkan semangat kerja yang 

rendah serta menurunkan motivasi dalam memenuhirencana yang telah di 

tetapkan.  

 Setiap perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pada umumnya tujuan dari berdirinya 

sebuah perusahaan adalah bagaimana untuk meraih keuntungan (profit) dan 

keuntungan itu akan dapat diraih apabila perusahaan tersebut dapat 

berkesinambungan (Going Concern) atau dalam bahasa yang lebih 

sederhana adalah bagaimana perusahaan tersebut dapat bertahan hidup. 

1 
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Dengan tingkat persaingan yang semakin kompetitif setiap perusahaan 

dituntut untuk dapat menghasilkan kinerja yang memuaskan dengan efektif. 

Dalam usaha untuk mencapai tujuannya, maka setiap perusahaan harus 

mempersiapkan secara matang serta meningkatkan etos kerja secara 

profesional untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya, 

baik domestik maupun internasional. 

 Ketika sebuah perusahaan semakin berkembang, menyebabkan 

manajemen puncak (top management) mengalami kesulitan dalam 

menrencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh kegiatan 

perusahaan secara terpusat (senralisasi). Oleh karena, diperlukan suatu 

sistem “desentralisasi” dalam kegiatan operasional pemisahan, antara lain 

dengan menyususn organisasi perusahaan menjadi beberapa bagian atau 

fungsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang manajer. Perusahaan 

yang terbagi atas beberapa bagian, fungsi ini memerlukan sistem 

pengendalian pusat pertanggungjawaban (responsibility center) untuk 

mengetahui prestasi kerja setiap manajer pertanggungjawaban. Hal ini 

penting bagi pihak manajemen yang memang membutuhkan berbagai 

informasi yang akurat dalam proses pengambilan keputusan. 

 Melihat luas dan kompleksnya kegiatan dalam perusahaan tidak 

memungkinkan bagi pimpinan untuk memantau secara langsung seluruh 

kegiatan perusahaan. Untuk itu pimpinan harus mengadakan pendelegasian 

wewenang dan tanggungjawab yang sangat penting ke tingkat pimpinan 

dibawahnya (para pelaksana) dalam pengambilan keputusan sehingga 

semua masalah yang ada dapat ditangani lebih baik dan cermat. Penerapan 
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sistem menjadi penting sehingga kinerja semua komponen organisasi dapat 

dikendalikan kearah pencapaian tujuan perusahaan. Dengan demikian 

kinerja 2 menjadi unsur penting karena merupakan salah satu faktor yang 

mendukung tercapainya tujuan perusahaan tersebut. 

 Adanya pelimpahan wewenang mengharuskan adanya pertanggung 

jawaban bawahan kepada atasan atas segala tindakan dan keputusan yang 

telah diambil, terutama terhadap elemen–elemen yang ada secara langsung 

berada dibawah pengendaliannya. Situasi ini mendorong pembentukan suatu 

sistem akuntansi yaitu Akuntansi Pertanggungjawaban.  

 Dengan diterapkannya sistem akuntasi pertanggungjawaban yang baik 

akan menyebabkan terciptanya suatu pengendalian dan pengukuran prestasi 

kerja. Akuntansi pertanggungjawaban juga dapat digunakan sebagai sarana 

untuk mengevaluasi kemampuan setiap manajer, sehingga akan dibentuk 

landasan terciptanya suatu sistem pengukuran prestasi kerja. 

 Penelitian yang berhubungan dengan akuntansi 

pertanggungjawaban juga dilakukan oleh Selamat (2014) dengan judul 

penelitian “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Penilaian 

Kinerja Pusat Pendapatan Pada PT. Asean Motor International Cabang 

Manado”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban digunakan untuk menilai kinerja manajer pusat 

pendapatan pada PT. Asean Motor International cabang Manado. 

Menggunakan  metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 

penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Asean Motor 

International Cabang Manado belum memadai. Meskipun telah memenuhi 
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unsur-unsur akuntansi pertanggungjawaban tetapi tidak terdapatnya sistem 

rewards dan punishment yang jelas terhadap manajer pusat pendapatan. 

Sedangkan pada penelitian Pangow (2013) dengan judul Penerapan 

Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Salah Satu Dasar Penilaian 

Prestasi Manajemen Pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui apakah peranan akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai salah satu dasar penilaian prestasi manajemen 

pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Menggunakan metode analisis 

deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan akuntansi 

pertanggungjawaban pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk telah 

memadai sebagai alat penilaian prestasi manajemen. Hal ini dilihat dari 

adanya struktur organisasi yang secara jelas menetapkan wewenang dan 

tanggung jawab, serta dapat dikatakan produktif karena dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan ROA. 

 Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan hal yang penting dalam suatu perusahaan. 

Dimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban dapat menunjang 

tercapainya tujuan suatu perusahaan dan akuntansi pertanggungjawaban 

juga memiliki peran yang penting dalam menilai prestasi manajamen 

terutama dilihat dari kinerja para manajer yang berada disetiap pusat 

pertanggungjawaban tersebut 

 Penelitian ini di lakukan di PT. PLN (Persero). Adapun alasan di 

lakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem 

akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan dalam PT. PLN (Persero) 
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Wilayah Sulselrabar dan untuk mengetahui bagaimana penilaian kinerja 

terhadap manajer dalam perusahaan. 

 Adapun motivasi peneliti melakukan penelitian di PT. PLN (Persero) 

Wilayah Sulselrabar karena PLN merupakan perusahaan BUMN yang 

bergerak dalam bidang jasa untuk menyuplai serta mengatur pasokan listrik. 

Pasokan listrik tersebut berguna bagi masyarakat sehingga PLN mempunyai 

peranan dan tanggungjawab yang penting. Selain itu, PLN juga mudah di 

jangkau di seluruh Indonesia sehingga dapat memudahkan dalam melakukan 

penelitian. 

 PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar merupakan suatu Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam suatu usaha mereparasi dan 

menghasilkan produk berupa listrik penerangan pada masyarakat. 

 Hasil penelitian yang di dapat peneliti adalah dengan melihat kebijakan 

akuntansi yang digunakan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar, 

sistem akuntansi pertanggungjawaban yang di lihat dari syarat-syarat 

akuntansi pertanggungjawban dan karakteristik akuntansi 

pertanggungjawban dan melihat bagaimana penilaian kinerja yang diterapkan 

oleh manajer kepada karyawan-karyawannya. 

 Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Sistem Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban 

Terhadap Penilaian Kinerja PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem 
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akuntansi pertanggungjawaban terhadap penilaian kinerja pada PT. PLN 

(Persero) Wilayah Sulselrabar. 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana sistem akuntansi pertanggungjawaban pada PT. PLN (Persero) 

Wilayah Sulselrabar. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini ada banyak manfaat yang dapat diambil baik bagi 

penulis, perusahaan  maupun pihak lain diantaranya adalah: 

1. ManfaatTeoritis 

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan tentang Penerapan 

Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Penilaian Kinerja  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi perusahaan 

Bagi Perusahaan hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan 

masukan untuk  menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban 

dalam penilaan kinerja  

b. Bagi penulis 

Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, hasilpenelitianini di harapkan 

dapat menjadii nformasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan  

Mengenai sistem penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap 

penilaian kinerja 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Konsep Dasar Akuntansi Pertanggungjawaban 

 Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep 

dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan dan 

disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam 

organisasi. Istilah akuntansi pertanggungjawaban ini akan mengarah 

pada proses akuntansi yang melaporkan sampai bagaimana baiknya 

manajer pusat pertanggungjawaban dapat mengatur pekerjaan yang 

merupakan tanggung jawabnya langsung dibawah pengawasannya. 

Konsep dasar akuntansi pertanggungjawaban lebih menunjukkan pada 

syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban.  

 Konsep dasar menurut Rudianto dalam Zellinda (2015) adalah 

sebagai berikut:  

a. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan atas pengelompokan 

tanggung jawab (departemen-departemen) manajerial pada setiap 

tingkat dalam suatu organisasi, dengan tujuan membentuk anggaran 

bagi masing-masing departemen. Individu yang mengepalai pusat 

pertanggungjawaban harus bertanggung jawab dan 

mempertanggungjawabkan biaya-biaya menurut yang dapat atau 

tidak dapat dikendalikan oleh kepala departemen. Umumnya biaya-

biaya yang secara langsung dapat dibebankan kepada departemen, 

 

     7 
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kecuali biaya tetap, merupakan biaya yang dapat dikendalikan oleh 

manajer departemen tersebut.  

b. Titik awal dari sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban 

terletak pada bagan organisasi dimana ruang lingkup wewenang telah 

ditentukan. Wewenang mendasari pertanggungjawaban biaya tertentu 

dan dengan pertimbangan serta kerjasama antar penyelia, kepala 

departemen atau manajer biaya tersebut dituangkan dalam anggaran 

perusahaan.  

c. Setiap anggaran harus secara jelas menunjukkan biaya-biaya yang 

terkendali oleh personel yang bersangkutan. Bagan perkiraan harus 

disesuaikan supaya dapat dilakukan pencatatan atas beban terkendali 

atau yang dipertanggungjawabkan berdasarkan dalam cakupan 

wewenang yang dilimpahkan. 

2. Pengertian  Akuntansi  Pertanggungjawaban  

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep 

dari akuntansi manajemen dan merupakan suatu sistem dalam akuntansi 

yang dihubungkan dengan pusat pertanggungjawaban. Inti dari akuntansi 

pertanggungjawaban adalah bahwa setiap pusat pertanggungjawaban ini 

harus bertanggungjawab atas segala hal yang berada dibawah 

pengendaliannya. 

Apabila terjadi penyimpangan, maka dapat dilakukan usaha untuk 

mencari apa sebabnya, siapa yang harus bertanggungjawab dan semua 

ini merupakan input bagi manajemen dalam pembuatan keputusan untuk 

tindakan. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban tidaklah semata-
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mata hanya untuk menemukan dimana biaya tersebut menyimpang dan 

siapa yang bertanggungjawab atas keadaan tersebut Wardhani (2013:5). 

Menurut Mulyadi (dalam Tin dan Hidayat 2012:188), Akuntansi 

pertanggungjawaban adalah Suatu sistem akuntansi yang disusun 

sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan biaya dan 

pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam 

organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang 

yang bertanggungjawab atas penyimpangan biaya dan/atau pendapatan 

yang dianggarkan.  

 Menurut Ikhsan (dalam Anwar 2013:6), Akuntansi 

pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap 

pengetahuan-pengetahuan umum, dimana kegagalan-kegagalan bisnis 

dapat diefektifkan dengan cara mengendalikan tanggungjawab orang-

orang untuk membawanya keluar operasionalisasi. 

 Beradasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa akuntansi pertanggungjawaban memiliki peran penting dalam 

menyediakan informasi akuntansi pertanggungjawaban bagi penyusunan 

perencanaan aktivitas yang memberikan informasi sebagai dasar 

pengelolaan sumber daya kepada setiap aktivitas yang telah 

direncanakan serta digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja 

seseorang dan mengukur kinerja suatu perusahaan dari setiap pusat 

pertanggungjawaban mereka dalam hal untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 
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3. Syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban  

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban akan lebih efisien dan 

efektif digunakan pada perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang 

baik dan job descripton yang jelas untuk masing-masing departemen. 

Untuk dapat diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban yang memadai 

ada lima syarat yang harus dipenuhi menurut Mulyadi  dalam  Arie  (2015) 

yaitu:  

a. Struktur Organisasi 

Dalam akuntansi pertanggungjawaban struktur organisasi harus 

menggambarkan aliran tanggung jawab, wewenang, dan posisi yang 

jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen selain itu 

harus menggambarkan pembagian tugas dengan jelas pula. Dimana 

organisasi disusun sedemikian rupa sehingga wewenang dan 

tanggung jawab tiap pimpinan jelas. Dengan demikian wewenang 

mengalir dari tingkat manajemen atas ke bawah, sedangkan tanggung 

jawab adalah sebaliknya. 

b. Anggaran  

Dalam akuntansi pertanggungjawaban setiap pusat 

pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran 

karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer 

yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kinerja.  

c. Penggolongan Biaya 

Karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian dapat 

dikendalikan oleh manajer, maka hanya biaya-biaya terkendalikan 

yang harus dipertanggungjawabkan olehnya. Pemisahan biaya ke 
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dalam biaya terkendalikan dan biaya tak terkendalikan perlu dilakukan 

dalam akuntansi pertanggungjawaban.  

1) Biaya terkendalikan adalah biaya yang dapat secara langsung 

dipengaruhi oleh manajer dalam jangka waktu tertentu. 

2) Biaya tidak terkendalikan adalah biaya yang tidak memerlukan 

keputusan dan pertimbangan manajer karena hal ini dapat 

mempengaruhi biaya karena biaya ini diabaikan. 

d. Sistem Akuntansi 

Terdapatnya susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan 

dengan kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban. Oleh 

karena biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan 

manajer maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan 

tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Setiap 

tingkatan manajemen merupakan pusat biaya dan akan dibebani 

dengan biaya yang terjadi didalamnya yang dipisahkan antara biaya 

terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan. Kode perkiraan diperlukan 

untuk mengklasifikasikan perkiraan-perkiraan baik dalam neraca 

maupun dalam laporan rugi laba. 

e. Sistem Pelaporan Biaya  

Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan 

pertanggungjawaban untuk tiap-tiap pusat biaya. Setiap bulan dibuat 

rekapitulasi biaya atas dasar total biaya bulan lalu, yang tercantum 

dalam kartu biaya. Atas dasar rekapitulasi biaya disajikan laporan 

pertanggungjawaban biaya. Isi dari laporan pertanggungjawaban 

disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya. 
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Untuk tingkatan manajemen yang terendah disajikan jenis biaya, 

sedangkan untuk tiap manajemen diatasnya disajikan total biaya tiap 

pusat biaya yang dibawahnya ditambah dengan biaya-biaya yang 

terkendalikan dan terjadi biayanya sendiri.  

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pada 

prinsipnya konsep pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban itu 

adalah menekankan pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari 

setiap bagian serta membuat pusatpusat pertanggungjawaban 

terhadap masing-masing bagian. Penerapan syaratsyarat tersebut 

berbeda antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya, 

tergantung pada jenis perusahaan, ukuran perusahaan, dan jumlah 

operasi ataupun faktor-faktor khusus yang menjadi ciri perusahaan. 

4. Sistem Akuntansi PertanggungJawaban  

Menurut Nafarin dalam Zellinda (2016) mendefinisikan sistem 

akuntansi pertanggung jawaban adalah suatu sistem akuntansi yang di 

pola lebih dahulu sesuai dengan tanggung jawab dari setiap bagian dalam 

organisasi. Sistem akuntansi pertanggung jawaban merupakan sistem 

akuntansi yang di kaitkan dengan pusat pengambilan keputusandalam 

struktur organisasi untuk memudahkan pengendalian biaya yang 

merupakan tanggung jawab pusat pertanggung jawaban yang 

bersangkutan.  

Dalam sistem akuntansi pertanggung jawaban pengumpulan dan 

pelaporan biaya di lakukan untuk tiap tingkatan manajemen kemudian tiap 

pusat pertanggung jawaban tersebut bertanggung jawab atas biaya yang 

berada di bawah pengendaliannya biaya tersebut di pusat biayanya. 
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Setelah semua biaya dan jenis biaya di kumpulkan sesuai dengan pusat-

pusat biaya kemudian di buat rekapitulasi sebagai dasar pembuatan 

laporan kepada pejabat yang bersangkutan. Laporan ini juga sebagai alat 

untuk menilai prestasi pusat pertanggung jawaban. Jadi sistem akuntansi 

pertanggung jawaban akan menghasilkan informasi bagi manajer puncak 

mengenai hasil pelaksanaan wewenang dari manajer pada tingkat yang 

lebih rendah, sehingga sistem akuntansi pertanggung jawaban akan 

menghasilkan informasi bagi manajer puncak mengenai hasil pelaksanaan 

wewenang dari manajer pada tingkat yang lebih rendah, sehingga sistem 

akuntansi pertanggung jawaban akan lebih efektif bila di terapkan untuk 

mengendalikan beberapa unit-unit kegiatan dalam perusahaan. 

5. Tujuan dan Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban 

Menurut Hansen dan Mowen (dalam Anwar 2013:8-9) 

menyatakan manfaat penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam 

suatu perusahaan adalah:  

a. Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Dasar Penyusunan Anggaran 

Informasi akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat untuk 

memperjelas peran seorang manajer sebab proses penyusunan 

anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan siapa yang 

bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pencapaian tujuan 

perusahaan dan penetapan sumber daya yang disediakan bagi 

pemegang tanggung jawab tersebut.  

b. Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Penilai Kinerja Manajer 

Pusat Pertanggungjawaban Penilaian kinerja merupakan penilaian 

atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka miliki 
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dalam organisasi. Manajer pusat pertanggungjawaban akan diberi 

wewenang dalam menjalankan tanggung jawab dan pencapaian 

sasaran yang diberikan oleh manajemen puncak. Pada akhir periode 

yang telah ditentukan, manajer pusat pertanggungjawaban harus 

melaporkan pertanggungjawaban atas kinerja mereka selama periode 

tersebut. Dengan adanya tanggung jawab dan sasaran yang jelas, 

maka dapat mempermudah dalam melakukan penilaian kinerja 

manajer.  

c. Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Pemotivator Manajer 

menurut Mulyadi  “Seseorang akan termotovasi untuk bekerja jika ia 

yakin kinerjanya akan mendapat penghargaan”. Akuntansi 

pertanggungjawaban dapat digunakan untuk memotivasi manajer 

dalam melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan atau prestasi 

yang tidak memuaskan. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, sistem 

yang digunakan untuk memotivasi manajer yaitu penghargaan (reward) 

dan hukuman (punishment).  

6. Tipe-Tipe Pusat Pertanggungjawaban  

Menurut Zellinda (2016) dalam suatu organisasi di bagi menjadi 

bagian tertentu yang di sebut pusat pertanggung jawaban. Pusat 

pertanggung jawaban adalah satu unit organisasi yang di pimpin oleh 

seorang manajer pertanggung jawaban. Pada umumnya sebuah 

perusahaan terbagi dalam beberapa pusat pertanggung jawaban yang 

masing- masing di tunjukan dalam satu kotak dalam bagan struktur 

organisasi. Pusat pertanggung jawaban ini membentuk satu hierarki. 

Tingkatan terendah aalah pusat pertanggung jawaban untuk unit. Seksi, 
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bagian atau unit organisasi kecil lainnya. Sedangkan tingkat yang lebih 

tinggi adalah departemen, unit usaha, atau divisi. Pertanggungjawaban 

dapat di pandang sebagai suatu sistem yang mengolah masukan menjadi 

keluaran. Masukan suatu pusat pertanggung jawaban yang di ukur dalam 

satuan uang di sebut dengan biaya, sedangkan keluaran suatu 

pertanggung jawaban yang di nyatakan dalam satuan uang di sebut 

dengan pendapatan. 

7. Pusat Pertanggungjawaban  

Pusat pertanggungjawaban menurut Sriwidodo (2010:120) ialah 

setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer 

yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan atau unit organisasi 

yang dipimpinnya. Pusat pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai 

suatu sistem yang mengelola masukan (input) menjadi keluaran (output). 

Input dapat berupa bahan baku, tenaga kerja, atau berbagai jenis jasa lain. 

Semua bahan masukan diproses dalam pusat-pusat pertanggungjawaban.  

Dalam pemrosesan biasanya diperlukan tambahan masukan lain 

berupa modal kerja, peralatan, atau harta lainnya. Sebagai hasil proses 

tersebut akan di dapat suatu keluaran berupa produk atau jasa yang akan 

ditransfer ke pusat pertanggungjawaban yang lain atau langsung dijual ke 

konsumen. Masukan suatu pusat pertanggungjawaban yang di ukur dalam 

satuan uang disebut biaya, sedangkan keluaran suatu pusat 

pertanggungjawaban yang berupa produk atau jasa dan dalam satuan 

uang yang di sebut pendapatan.  

Ada 4 pusat pertanggungjawaban yaitu pusat biaya, pusat laba, 

pusat pendapatan, dan pusat investasi. 
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a. Pusat Biaya (Cost Center) Pusat biaya adalah suatu pusat 

pertanggungjawaban dimana manajer bertanggungjawab untuk 

mengendalikan biaya yang terjadi di unit tersebut, dan tidak 

bertanggungjawab dari segi keuangan untuk laba maupun investasi 

dari unitnya. Pusat biaya tidak memiliki tanggung jawab untuk 

memperoleh penghasilan. Dalam pusat biaya seorang manajer 

diserahi tanggung jawab untuk mengendalikan biaya yang dikeluarkan 

dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang 

mempengaruhi biaya tersebut. Kemampuan dalam mengendalikan 

biaya sesuai rencana merupakan ukuran kinerja manajer pusat biaya. 

b. Pusat Pendapatan (Revenue Center) Menurut Adisaputro dan 

Anggarini dalam Anwar (2013) pusat pendapatan adalah suatu pusat 

pertanggungjawaban dimana manajer bertanggung jawab untuk 

mengendalikan pendapatan yang terfokus pada 14 tugas atas 

timbulnya penghasilan, baik dari penjualan barang ataupun jasa. Suatu 

pusat pendapatan dapat terdiri atas pusat pendapatan kecilkecil 

berupa segmen jenis produk tertentu atau konsumen tertentu. Dalam 

pusat pendapatan tidak berarti tidak ada pengeluaran biaya sama 

sekali, namun biaya yang terjadi umumnya tidak menunjang secara 

langsung terhadap prestasi yang dicapai. Kinerja manajer pusat 

pendapatan diukur dengan cara menganalisis selisih pendapatan. 

Selisih pendapatan adalah perbedaan antara anggaran pendapatan 

dengan realisasinya. Selisih pendapatan dianalisis untuk mengetahui 

penyebab timbulnya selisih tersebut.  
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c. Pusat Laba (Profit Center) Menurut Adisaputro dan Anggarini dalam 

Anwar (2013) pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban 

dimana manajer dinilai atau tanggung jawabnya untuk mengendalikan 

penghasilan, biaya, dan laba yang terjadi di unit tersebut. Pusat laba 

umumnya terdapat pada organisasi yang dibagi-bagi berdasarkan 

divisi-divisi penghasil laba (organisasi divisional). Organisasi divisional 

biasanya ditetapkan pada perusahaan yang menghasilkan lebih dari 

satu macam produk atau jasa. Dalam hal ini manajer divisi 

menetapkan harga jual, strategi pemasaran dan kebijakan produksi. 

Pusat pertanggungjawaban ini bertanggung jawab terhadap laba yakni 

selisih antara penghasilan dan biaya.  

d. Pusat Investasi Menurut Adisaputro dan Anggarini dalam Anwar (2013) 

pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang 

setingkat lebih tinggi dibanding pusat laba. Dalam suatu pusat 

investasi, manajer dinilai kinerjanya atau tanggung jawabnya terhadap 

biaya, pendapatan, laba dan jumlah sumber dana yang diinvestasikan 

dalam harta yang digunakan oleh pusat pertanggungjawaban tersebut. 

Perencanaan dan pengendalian difokuskan pada pengembalian 

investasi yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban tersebut.  

8. Hubungan Struktur Organisasi dengan Pusat Pertanggungjawaban  

Struktur organisasi memberikan kerangka untuk perencanaan, 

pengendalian, dan pemantauan aktivitas entitas. Pengembangan struktur 

organisasi suatu entitas mencakup pembagian wewenang dan 

pembebanan tanggung jawab di dalam suatu organisasi dalam mencapai 

tujuan organisasi.  
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Menurut Siagian dalam Arie (2015) struktur organisasi dapat 

diartikan sebagai susunan dan hubungan antar komponen bagian-bagian 

dan posisi dalam suatu organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban 

menganggap bahwa pengendalian operasi dapat meningkat dengan cara 

menciptakan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan 

struktur formal perusahaan. Pusat pertanggungjawaban dapat menjadi alat 

yang efektif untuk mengendalikan perusahaan, jika struktur organisasi 

yang melandasinya disusun secara rasional. 

Menurut Supriyono dalam Arie (2015) terdapat 2 (dua) tipe 

struktur organisasi yang berkaitan dengan pusat-pusat 

pertanggungjawaban, yaitu tipe organisasi fungsional dan tipe organisasi 

divisional (unit bisnis).  

a. Organisasi Fungsional 

Organisasi fungsional merupakan bentuk organisasi yang biasanya 

dipakai oleh perusahaan besar yang ditandai dengan adanya jumlah 

karyawan yang besar, spesialisasi kerja yang tinggi, wilayah kerja luas, 

serta komando yang tidak lagi berada pada satu tangan pimpinan. 

Pusat-pusat pertanggungjawaban digambarkan dalam pembagian 

fungsi organisasi yaitu fungsi produksi, fungsi penjualan (pemasaran) 

dan fungsi administrasi.  

1. Fungsi Produksi. Fungsi ini bertugas memproduksi barang-barang 

untuk dijual, dengan demikian biaya-biaya yang diperlukan tidak 

musnah begitu saja, namun beralih menjadi hasil produksi. Oleh 

karena itu, fungsi ini disebut sebagai pusat biaya (cost center).  
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2. Fungsi Penjualan (Pemasaran). Fungsi ini hanya bertugas menjual 

hasil produksi saja agar hasil produksi menjadi uang yang 

berpedoman pada harga dari manajer perusahaan. Fungsi ini 

disebut sebagai pusat pendapat (revenue center).  

3. Fungsi Administrasi. Fungsi ini merupakan kegiatan sekelompok 

yang dipimpin secra efektif dan efisien, menggunakan sarana yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melali 

manajemen. Fungsi ini disebut sebagai pusat biaya (cost center). 

Jika perusahaan berdiri sndiri (single business unit) dimana 

manajer perusahaan berwenang penuh mengambil keputusan 

investasi, maka manajer perusahaan sebagai pusat investasi 

(investment center). 

b. Organisasi Divisional  

Dalam organisasi divisional, pembagian organisasi didasarkan pada 

divisi-divisi dan setiap divisi bernggungjawab bagi seluruh fungsi yang 

ada dalam produksi dan pemasaran sebuah produk. Pada setiap divisi 

terdiri dari fungsi penjualan yang merupakan pusat pendapatan, fungsi 

produksi/pembelian dan administrasi merupakan pusat biaya dan 

manajer perusahaan merupakan pusat investasi. Direktur Fungsi 

Administrasi dan Umum Fungsi Produksi Fungsi Penjualan/Pemasaan. 

9. lnformasi Akuntansi Pertanggungjawaban  

Menurut Mulyadi dalam Stevy (2014), manajemen dari berbagai 

jenjang organisasi suatu perusahaan memerlukan informasi keuangan 

untuk mengambil keputusan mengenai perusahaan itu sendiri atau 

bagiannya.lnformasi keuangan ini merupakan masukan yang penting bagi 
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para manajer dalam mengelola perusahaan atau bagiannya.Berbeda 

dengan pihak luar yang memerlukan informasi keuangan guna 

mengambil keputusan untuk menentukan hubungan mereka dengan 

suatu perusahaan, para manajer memerlukan informasi keuangan 

sebagai dasar untuk mengambil keputusan mengenai perusahaan atau 

bagian yang dipimpin oleh manajer yang bersangkutan.Informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh para manajer tersebut diolah dan 

disajikan oleh tipe akuntansi. 

Oleh karena karakteristik keputusan yang dibuat oleh pihak luar 

berbeda dengan karakteristik keputusan yang dibuat oleh para manajer, 

maka ha! ini mempunyai dampak terhadap karakteristik sistem 

pengolahan informasi akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan 

tersebut. Informasi akuntansi pertanggungiawaban merupakan informasi 

biaya, pendapatan, dan aktiva yang dihubungkan dengan manajer yang 

bertanggungjawab terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu.Dalam 

penyusunan anggaran, tiap manager dalam organisasi merencanakan 

biaya dan pendapatan yang menjadi tanggungjawabnya di bawah 

koordinasi manajemen puncak. 

Pelaksanaan anggaran tersebut memerlukan informasi akuntansi 

guna memantau sampai seberapa jauh tiap manajer tersebut 

melaksanakan rencananya.Informasi akuntansi pertanggungjawaban 

dengan demikian merupakan dasar untuk menganalisis prestasi manager 

dan sekaligus untuk memotivasi para manager dalam melaksanakan 

rencana mereka yang dituangkan dalam anggaran mereka masing-

masing. 
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10. Menetapakan Pertanggungjawaban 

Menurut Mulyadi Dalam Stevy (2014), setelah memilih jenis dari 

struktur organisasi, maka tugas penting berikutnya adalah 

menggambarkan pertanggungjawaban. Kebanyakan orang menerima 

tanggung jawab dan tantangan yang terkandung di dalamnya. 

Bertanggung jawab terhadap sesuatu membuat seseorang merasa 

kompeten dan penting. Hal tersebut mengimplikasikan wewenang 

pengambilan keputusan dan dapat memotivasi mereka untuk 

memperbaiki kinerjanya. Tanggung jawab adalah pemenuhan dari suatu 

pekerjaan. Tanpa hal tersebut, moral akan menderita. 

Pengaruh perilaku yang menguntungkan dari pebebanan 

tanggung jawab atas fungsi-fungsi tertentu kepada individu didukung 

dengan riset-riset empiris. Sayangnya, saling ketergantungan dari 

berbagai segmen suatu organisai sering kali menimbulkan kesulitan 

dalam membuat gambaran tanggung jawab yang jelas. Seseorang yang 

diberikan tanggung jawab atas suatu aktivitas atau fungsi yang mungkin, 

pada kenyataannya, membagi tanggung jawab tersebut dengan 

atasannya. Manajer-manajer segmen dengan tanggung jawab atas tugas 

tertentu mungkin tidaklah independen satu sama lain dan tanggung jawab 

mereka bisa saja tumpang-tindih. Individu mungkin hanya mempunyai 

diskresi dan kendalli yang terbatas yang terbatas terhadap sumber daya 

yang diperlukan untuk melaksanakan tugas untuk mana mereka 

bertanggung jawab. Para staf yang bukan menjadi mata rantai dalam 

rantai komando dan tidak spesifik diberikan tanggung jawab tentu saja 

tidak sesuai dengan struktur pertanggungjawaban 
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11. Perencanaan, Akumulasi Data, dan Pelaporan berdasarkan Pusat 

Pertanggungjawaban 

Menurut Mulyadi dalam Arie (2015), ketika struktur jaringan 

pertanggungjawaban yang baik dibangun, maka hal ini menjadi suatu 

wahana untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan. Setiap 

elemen biaya atau pendapatan, baik yang  berada dalam anggaran 

maupun dalam akumulasi hasil aktual, seharusnya ditelusuri ke segmen 

jaringan pertanggungjawabannya di mana tanggung jawab atas hal 

tersebut ada.  

a. Anggaran pertanggungjawaban 

Untuk maju secara kronologis, disusunlah anggaran yang 

membebankan target biaya dan pendapatan kepada setiap segmen 

jaringan. Hal ini merupakan basis untuk mengevalusi kinerja orang 

yang bertanggung jawab atas setiap unit organisasi. 

Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban adalah bahwa 

manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinererja hanya 

untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat mereka kendalikan. 

Ada banyak biaya langsung, seperti penyusutan peralatan, yang 

tidak dapat dikendalikan pada tingkat pusat biaya dan yang tidak 

dapat dimintai pertanggungjawabannya kepada kepala dari pusat 

biaya tersebut.  

Dengan hanya membebankan biaya-biaya yang dapat 

dikendalikan kepada masing-masing kepala dari pusat biaya, 

manajemen akan mempunyai suatu, dasar yang wajar untuk 

membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan gula 
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menilai efektivitas dari penyedia pusat biaya di seluruh tingkatan 

organisasi, dan untuk mengidentifikasi penyebab dari inefesiensi. 

Proses penyusunan anggaran akan paling efektif jika dimulai dari 

tingkat organisasi atau tingkat jaringan paling bawah untuk nama 

anggaran disusun dan kemudian diteruskan ke tingkat yang lebih 

tinggi melalui suatu rantai komando yang berbentuk seperti piramida. 

Seriap orang yang bertanggung jawab atas suatu pusat biaya  

dianggap bertanggung jawab untuk menyiapkan  estimasi-estimasi 

anggaran untuk pos-pos beban yang dapat dikendalikan olehnya. 

Pada tingkat wewenang selanjutnya, estimasi-estimasi tersebut 

ditinjau, dikoordinasikan, dan dimodifikasi ketika diperlukan, sampai 

estimasi-estimasi tersebut akhirnya digabungkan ke dalam anggaran 

operasi secara keseluruhan pada tingkatan manajemen puncak.  

b. Akumulasi Data 

Untuk memfasilitasi perbandingan periodic dengan berbagai 

perencanaan anggaran, akumulasi pos-pos laba dan beban  aktual 

haruslah mengikuti pola jaringan pertanggungjawaban. hal ini 

membutuhkan klasifikasi tiga dimensi terhadap biaya dan pendapatan 

selama proses akumulasi data. 

c. Pelaporan pertanggungjawaban 

Produk akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawan adalah 

laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. 

Laporan-laporan ini merupakan media lewat dimana biaya-biaya 

dikendalikan, efesiensi manajeria diukur, pencapaian tujuan dinilai. 
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Kontribusi utama dari akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa 

akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan manajemen untuk 

mengendalikan biaya dan efesiensi melaui pembebanan tanggung 

jawab untuk biaya tersebut kepada orang-orang yang melaksanakan 

berbagai tugas. Dengan melibatkan elemen manusia ke dalam 

kerangka akuntansi, akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu hal 

penting dalam evolusi akuntansi keperilakuan.  

B. Penilaian kinerja  

1. Pengertian penilaian kinerja 

Menurut Mulyadi dalam Yogi (2014), Penilaian kinerja adalah 

penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, 

bagan organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standard an 

criteria yang telah di tetapkan sebelumnya. Kesimpulan dari kedua 

pengertian tersebut diatas bahwa penilain kinerja manajemen adalah 

menilai atau mengevaluasi perilaku manuisa atas pelaksanaan 

wewenang dan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi. Apabila 

informasi akuntansi yang digunakan sebagai landasan evaluasi kinerja 

maka informasi akuntansii yang memenuhi kebutuhan tersebut adalah 

informasi akuntansi manajemen yang berkaitan dengan individu yang 

mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi. Metode dan eknik 

yang digunakan dalam mengukur tindakan dan perilaku yang 

dihubungkan dengan suatu evaluasi kinerja 

juga akan mempengaruhi motivasi dari anggota organisasi. Lingkungan 

kerja yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan sebaliknya 

lingkungan kerja yang bururk akan menghasilkan semangat kerja yang 
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rendah serta menurunkan motivasi dalam memenuhirencana yang telah 

di tetapkan 

2. Tujuan penilain kinerja  

Menurut Mulyadi dalam Yogi (2014) adalah untuk memotivasi 

karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi 

standar perilaku yang telah di tetapkan sebelumnya, agar memperoleh 

hasil yang di inginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan 

manajemen atau rencana formal yang di tuangkan dalam anggaran. 

Penilaian kinerja di lakukan unttuk menekan perilaku yang tidak 

semestinya dan utnuk merangsang perilaku dan menegakkan perilaku 

yang semestinya diingini melalu umpan balik hasil kinerja. Manfaat yang 

akan diperoleh evaluasi kinerja bagi manajemen, menurut Mulyadi dalam 

Yogi (2015) adalah untuk: 

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karayawan secara maksimal.  

b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 

karyawan, seperti promosi, transfer dan pemberhentian.  

c. Menidentifikasi kebutuhna pelatihan dan pengembangan karyawan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan.  

d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana 

atasan mereka menilai kinerja mereka.  

e. Menyediakn suatu dasar bagi distribusi penghargaan 

3. Tahap-tahap Penilaian kinerja 
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Menurut Mulyadi dalam Yogi (2014 ) penilain kinerja manajemen 

dapat dilaksanakan dalam dua tahapan utama, sebagai berikut: 

a. Tahapan persiapan, terdiri dari tiga tahap:  

1) Penentuan daerah pertanggung jawaban dan manajer yang 

bertanggung jawab.  

2) Penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja. 

3) Pengukuran kinerja yang sesungguhnya. 

b. Tahap penilaian, terdiri dari tiga tahap:  

1) Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan suatu sasaran yang 

telah di tetapkan sebelumnya.  

2) Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja yang 

sesungguhnya dari yang di tetapkan dalam standar. 

3) Penegakan perilaku yang di inginkan dan tindakan yang 

digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak di inginkan. 

4. Elemen Penilaian Kinerja 

Menurut Erfan (2018) ada lima elemen penilaian kinerja, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Performance Standard  

Penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas yang 

dijadikan tolok ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. 

Standar yang dibuat tentu saja harus berhubungan dengan jenis 

pekerjaan yang akan diukur dan hasil yang diharapkan akan terlihat 

dengan adanya penilaian kinerja ini. 

b. Kriteria Manajemen Kinerja (Criteria for Managerial Performance) 
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Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu 

kegunaan fungsional (functional utility), keabsahan (validity), empiris 

(empirical base), sensitivitas (sensitivity), pengembangan sistematis 

(systematic development), dan kelayakan hukum (legal 

appropriateness). 

c. Pengukuran Kinerja (Performance Measures)  

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem 

penilaian (rating) yang relevan. Rating tersebut harus mudah 

digunakan sesuai dengan yang akan diukur, dan mencerminkan hal-

hal yang memang menentukan kinerja. Pengukuran kinerja juga 

berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan 

kinerja sebenarnya yang terjadi.Pengukuran kinerja dapat bersifat 

subyektif atau obyektif. Obyektif berarti pengukuran kinerja dapat juga 

diterima, diukur oleh pihak lain selain yang melakukan penilaian dan 

bersifat kuantitatif. Sedangkan pengukuran yang bersifat subyektif 

berarti pengukuran yang berdasarkan pendapat pribadi atau standar 

pribadi orang yang melakukan penilaian dan sulit untuk diverifikasi 

oleh orang lain. 

d. Analisa Data Pengukuran  

Setelah menetapkan standar pengukuran, kemudian mulailah 

dikumpulkan data-data yang diperlukan.Data-data dapat dikumpulkan 

dengan melakukan wawancara, survei langsung, atau meneliti catatan 

pekerjaan dan lain sebagainya.Data-data tersebut dikumpulkan dan 

dianalisa apakah ada perbedaan antara standar kinerja dengan 

kinerja aktual. 
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e. Bias dan Tantangan dalam Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi. Apapun bentuk atau 

metode penilaian yang dilakukan oleh pihak manajemen harus adil, 

realistis, valid, dan relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai 

karena penilaian kinerja ini tidak hanya berkaitan dengan masalah 

prestasi semata, namun juga menyangkut masalah gaji, hubungan 

kerja, promosi/demosi, dan penempatan pegawai. 

5. Metode Penilaian Kinerja  

Menurut Erfan (2018) ada tujuh metode penilaian kinerja., yaitu 

sebagai berikut: 

1. Rating Scales 

Menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk mengukur 

faktor-faktor kinerja (performance factor).Misalnya dalam mengukur 

tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai.Skala yang digunakan 

adalah 1 sampai 5, yaitu 1 adalah yang terburuk dan 5 adalah yang 

terbaik. Jika tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai tersebut 

biasa saja, maka ia diberi nilai 3 atau 4 dan begitu seterusnya untuk 

menilai faktor-faktor kinerja lainnya. 

2. Critical Incidents 

Evaluator mencatat mengenai apa saja perilaku/pencapaian terbaik 

dan terburuk (extremely good or bad behaviour) pegawai. Dalam 

metode ini, penilai harus menyimpan catatan tertulis tentang tindakan-

tindakan atau prilaku kerja yang sangat positif (high favorable) dan 

perilaku kerja yang sangat negatif (high unfavorable) selama periode 

penilaian. 
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3. Essay 

Evaluator menulis deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahan 

karyawan, kinerjanya pada masa lalu, potensinya dan memberikan 

saran-saran untuk pengembangan pekerja tersebut.Metode ini 

cenderung lebih memusatkan perhatian pada perilaku ekstrim dalam 

tugas-tugas karyawan daripada pekerjaan atau kinerja rutin yang 

mereka lakukan dari hari ke hari. Penilaian seperti ini sangat 

tergantung kepada kemampuan menulis seorang penilai. 

4.  Work standard  

Metode ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan tingkat keluaran yang 

diharapkan.Standar mencerminkan keluaran normal dari seorang 

pekerja yang berprestasi rata-rata, yang bekerja pada kecepatan atau 

kondisi normal.Agar standar ini dianggap objektif, para pekerja harus 

memahami secara jelas bagaimana standar yang ditetapkan. 

5. Ranking 

Penilai menempatkan seluruh pekerja dalam satu kelompok sesuai 

dengan peringkat yang disusun berdasarkan kinerja secara 

keseluruhan.Contohnya, pekerja terbaik dalam satu bagian diberi 

peringkat paling tinggi dan pekerja yang paling buruk prestasinya 

diletakkan di peringkat paling bawah. Kesulitan terjadi bila pekerja 

menunjukkan prestasi yang hampir sama atau sebanding. 

6. Forced distribution  

Penilai harus “memasukkan” individu dari kelompok kerja ke dalam 

sejumlah kategori yang serupa dengan sebuah distribusi frekuensi 
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normal. Contoh para pekerja yang termasuk ke dalam 10 persen 

terbaik ditempatkan ke dalam kategori tertinggi, 20 persen terbaik 

sesudahnya ke dalam kategori berikutnya, 40 persen berikutnya ke 

dalam kategori menengah, 20 persen sesudahnya ke dalam kategori 

berikutnya, dan 10 persen sisanya ke dalam kategori terendah. Bila 

sebuah departemen memiliki pekerja yang semuanya berprestasi 

istimewa, atasan “dipaksa” untuk memutuskan siapa yang harus 

dimasukan ke dalam kategori yang lebih rendah. 

7. Behaviourally Anchored Rating Scales (BARS) 

Evaluator menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja 

yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya. Misalnya 

penilaian pelayanan pelanggan. Bila pegawai bagian pelayanan 

pelanggan tidak menerima tip dari pelanggan, ia diberi skala 4 yang 

berarti kinerja lumayan. Bila pegawai itu membantu pelanggan yang 

kesulitan atau kebingungan, ia diberi skala 7 yang berarti kinerjanya 

memuaskan, dan seterusnya. Metode ini mendeskripsikan perilaku 

yang diharapkan sesuai dengan tingkat kinerja yang diharapkan. 

C. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Metode             Hasil Penelitian  

1 Selamat, 
Vega 
(2014) 

Penerapan 
Akuntansi 
Pertanggungjawaban 
Dalam Penilaian 
Kinerja Pusat 
Pendapatan pada 
PT. Asean Motor 
International Cabang 
Manado. 

Metode 
Penelitian 
Deskriptif 

Hasil penelitian 
menunjukkan penerapan 
akuntansi 
pertanggungjawaban 
pada PT. Asean Motor 
International Cabang 
Manado belum memadai. 
Meskipun telah memenuhi 
unsur-unsur akuntansi 
pertanggungjawaban 
tetapi tidak terdapatnya 
sistem rewards dan 
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punishment yang telah 
jelas terhadap manajer 
pusat pendapatan. 

2 Pangow, 
Fione 
(2013) 

Penerapan 
Akuntansi 
Pertanggungjawaban 
Sebagai Salah Satu 
Dasar Penilaian 
Prestasi Manajemen 
Pada PT. Bank 
Danamon Indonesia 
Tbk.  

Metode 
Analisis 
Deskriptif 

Hasil penelitian 
menuunjukkan bahwa 
peranan akuntansi 
pertanggungjawaban 
pada PT. Bank Danamon 
Indonesia, Tbk telah 
memadai sebagai alat 
penilaian prestasi 
manajemen. Hal ini dilihat 
dari adanya struktur 
organsasi yang secara 
jelas menetapkan 
wewenang dan tanggung 
jawab, serta dapat 
dikatakan produktif karena 
dari tahun ke tahun 
mengalami peningkatan 
ROA. 

3 Prang, 
Olivia 
(2013) 

 Penerapan 
Akuntansi 
Pertanggungjawaban 
Dengan Anggaran 
Sebagai Alat 
Pengendalian Untuk 
Penilaian Kinerja 
Pada PT. Pelayaran 
Nasional Indonesia 
Cabang Bitung 

Metode 
penelitian 
Deskriptif 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban 
dengab anggaran PT. 
Pelayaran Nasional 
Indonesia Cabang Bitung 
belum memadai dengan 
bak, karena belum adanya 
pemisahan biaya 
terkendali dan biaya tidak 
terkendali. 

4 Temmy D. 
watung,  
(2014) 

Penerapan 
Akuntansi 
Pertanggungjawaban 
Untuk Penilaian 
Kinerja Manajerial 
Pada PT. Tirta 
Invetama (DC) 
Manado. 

Metode  
Kualitatif 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
perusahaan belum 
menerapkan akuntansi 
pertanggungjawaban 
dengan baik, hal ini dapat 
dilihat dari syarat dan 
karakteristik akuntansi 
pertanggungjawaban yang 
belum terpenuhi. 
Penilaian kinerja PT. Tirta 
Investama (DC) Manado 
sebaiknya ditingkatkan 
lagi agar perusahaan 
terus berkembang, begitu 
pula dengan para 
pegawainya.  
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5 Stevy 
Siregar 
dan 
Inggriani 
Elim  
(2014) 

Penerapan Informasi 
Akuntansi 
Pertanggungjawaban 
Sebagai Alat 
Penilaian Kinerja 
Pada PT. Bank Sulut 
Cabang Tondano 

Metode  
Analisis 
Deskriptif 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban yang 
diterapkan di perusahaan 
sudah memadai. 
Perusahaan sebaiknya 
memberikan penghargaan 
prestasi atau sanksi 
kepada manajer pusat 
pertanggungjawaban agar 
dapat meningkatkan 
kesadaran para manjer 
untuk melaksanakan 
tugas dan tanggungjawab 
mereka dengan baik serta 
memotivasi kinerja 
manajer pusat 
pertanggungjawaban 
untuk meningkatkan 
kinerjanya. 

 

                                Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

D. Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori dapat 

digambarkan bahwa pada penelitian ini, penelitian ingin melihat apabila 

perusahaan yang berkembang pesat mengalami kesulitan untuk mengalami 

keputusan, tindakan maupun rencanarencana tentang kelangsungan 

kegiatan perusahaan, hal ini disebabkan semakin banyaknya aktifitas yang 

dilakukan. Oleh sebab itu nantinya pimpinan perusahaan (pihak yang 

memberi wewenang) perlu mendelegasikan wewenangnya dan sebagian 

tugasnya (tanggung jawab) kepada tingkat manajemen yang lebih rendah 

(pihak yang diberi wewenang). Dimana pelimpahan wewenang itu harus 

diimbangi dengan (pertanggungjawaban) bawahan kepada pimpinannya. 

Sistem ini disebut Akuntansi Pertanggung-jawaban. 
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Gambar  2.1 Kerangka pikir 

E. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir dan landasan teori di atas, rumusan hipotesis 

dalam penelitian ini adalah diduga sistem akuntansi pertanggungjawaban 

telah berjalan dengan baik di PT. PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar. 

 

 

   PT PLN (Persero) Wilayah 

Sulselrabar 

 Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

   Penilaian Kinerja 

Laporan 
pertanggungjawaban 

 

Penilaian kinerja 

Manajemen 

Meningkatkan Kinerja      

Manajemen 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif, yaitu salah satu jenis 

metode penelitian yang dilakukan dengan memusatkan perhatian kepada 

aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antar berbagai 

variabel. Menurut Sugiyono (2013 : 13) penelitian deskriptif yaitu penelitian 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan 

variabel yang lain. 

B. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah 

akuntansi pertanggungjawaban. Bagaimana sistem akuntansi 

pertanggungjawaban terhadap penilaian kinerja pada PT. PLN (Persero) 

Wilayah Sulselrabar  

C.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang dipilih dalam melakukan penelitian tentang Analisis Sistem 

Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Penilaian Kinerja PT. PLN 

(Persero) Wilayah Sulselrabar. Penelitiaan ini dilakukan selama kurang lebih 2 

bulan. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

 Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, 

Data kulitiatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang bukan dalam bentuk 

angka-angka tetapi dalam bentuk lisan maupun tertulis.  

 Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:  

1. Data Primer Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan 

dikumppulkan oleh peneliti (Sanusi, 201:104). Data primer juga dapat 

diartikan sebgai sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli dan secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab 

pertanyaan peneliti (Indriantoro dan Supomo, 2011:147). Sumber data primer 

dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung. 

2. Data Sekunder Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung akan tetapi didapatkan melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) data sekunder 

umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun 

dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro, 

2011:147). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sejarah perusahaan, stuktur organisasi perusahan beserta uraiaan tugasnya 

dan laporan pertanggungjawaban pusat pendapatan. 

E. Metode Pengmpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti survei, 

observasi dan dokumentasi (Sanusi, 2011:105). Terdapat beberapa metode 
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pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan 

data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian kepustakaan (library research)  

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berupa 

buku-buku referensi, artikel, jurnal, penelitian terdahulu, pendapat atau opini, 

dan teori mengenai permasalahan penelitian yang dibahas. 

2. Penelitian lapangan (field research)  

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan 

meninjau langsung pada objek dan sasaran yang diteliti. Adapun penelitian 

lapangan meliputi:  

a. Wawancara (interview), wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

dalam metode survei dengan cara menggunakan pertanyaan lisan 

kepada subjek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2011:157). Penelitian 

ini menggunakan metode wawancara tersturktur dan tidak tersturktur. 

Wawancara dilakukan dengan pihak perusahaan, yakni manajer pusat 

pertanggungjawaban pendapatan guna memperoleh informasi yang 

dibutuhkan sehingga penulis mendapatkan gambaran mengenai laporan 

pusat pertanggungjawaban pendapatan untuk dapat menilai kinerja 

manjer pusat pendapatan.  

b. Pengamatan (observasi), yaitu penulis mengadakan pengamatan 

langsung kepada objek dan sasaran yang akan diteliti, guna memperoleh 

data dan bahan informasi yang dibutuhkan.  
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c. Dokumentasi, yaitu penulis mengadakan pengumpulan data sekunder 

dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Dalam 

hal ini, peneliti akan menggunakan teknik ini untuk mendapatkan data 

yang bisa diolah untuk menyelesaikan masalah penelitian. 

F. Instrumen  Penelitian 

Instrumen dapat disebut sebagai alat. Yang dimaksud dengan alat disini 

adalah alat untuk mengumpulkan data. Dalam metode penelitian kualitatif, 

peneliti bahkan sebagai instrumen sementara instrumen lainnya, yaitu buku 

catatan, tape recorder (video/audio), kamera dan sebagainya 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatf. Penggunaan metode deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

yang lebih jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan berdasarkan data atau 

informasi yang telah didapatkan, kemudian dikumpulkan, diklasifikasi, dan 

diinterpretasikan sehingga didapatkan informasi yang diperlukan untuk 

menganalisa masalah yang ada, akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang 

relevan dengan teori. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analitis, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, 

mempersiapkan, serta menganalisis data. Tahapan analisis data dalam 

penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data-data terkait dengan akuntansi 

pertanggungjawaban pada laporan keuangan.  
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Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian 

(rating) yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan 

yang akan diukur, dan mencerminkan ha-hal yang menentukan kinerja. 

Pengukuran kinerja dapat bersifat subyektif atau obyektif. Dalam penelitian 

ini pengukuran kinerja yang di pakai adalah yang bersifat obyektif. Objektif 

berarti pengukuran kinerja dapat juga diterima, diukur oleh pihak lain selain yang 

melakukan penilaian dan bersifat kuantitatif.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

1. Sejarah Singkat PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sulbar Dan Sultra 

Berikut ini merupakan tahun-tahun penting dalam sejarah kelistrikan di 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat:  

Tahun 1914,dibangun pembangkit listrik yang pertama di Makassar  

menggunakan mesin uap yang dikelola oleh suatu lembaga yang disebut 

Electriciteit Weizen berlokasi di Pelabuhan Makassar. Tahun 1925, dibangun 

pusat listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2 MW di tepi sungai 

Jeneberang daerah Pandang-Pandang, Sungguminasa dan hanya mampu 

beroperasi hingga tahun 1957. Tahun 1946, dibangun Pusat Listrik Tenaga 

Diesel (PLTD) yang berlokasi di bekas lapangan sepak bola Bontoala yang 

dikelola N. V. Nederlands Gas Electriciteit Maatschappy (N.V. NEGEM). 

Tahun 1949, seluruh pengelolaan kelistrikan dialihkan ke N.V. Ovesseese 

Gas dan Electriciteit Gas dan Electriciteit Maatschappy (N.V. OGEM).Tahun 

1957, pengusahaan ketenagalistrikan di kota Makassar di nasionalisasi oleh 

Pemerintah RI dan dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Makassar 

namun wilayah operasi terbatas hanya di kota Makassar dan daerah luar kota 

Makassar antara lain Majene, Bantaeng, Bulukumba, Watampone dan 

Palopo untuk pusat pembangkitnya ditangani oleh PLN Cabang luar kota dan 

pendistribusiannya oleh PT. MPS (Maskapai untuk Perusahaan-perusahaan 

Setempat). PLN Makassar inilah kelak merupakan cikal bakal PT. PLN 

(Persero) Wilayah VIII sebagaimana yang kita kenal dewasa ini. Tahun 1961 

PLN Pusat membentuk unit PLN Exploitasi VI dengan wilayah kerja meliputi 
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Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di 

Makassar. Tahun 1973, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Tenaga Listrik No. 01/PRT/1973 tentang Struktur Organisasi dan 

Pembagian Tugas Perusahaan Umum, PLN Exploitasi VI berubah menjadi 

PLN Exploitasi VIII.  

Tahun 1975, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik mengeluarkan 

Peraturan Menteri No. 013/PRT/1975 sebagai penganti Peraturan Menteri 

No. 01/PRT/1973 yang didalamnya disebutkan bahwa perusahaan 

mempunyai unsur pelaksana yaitu Proyek PLN Wilayah. Oleh karena itu, 

Direksi Perum Listrik Negara menetapkan SK No. 010/DIR/1976 yang 

mengubah sebutan PLN Exploitasi VIII menjadi PLN Wilayah VIII. Tahun 

1994, berdasarkan PP No. 23 tahun 1994 maka status PLN Wilayah VIII 

berubah menjadi Persero maka juga berubah namanya menjadi PT. PLN 

(Persero) Wilayah VIII. Perubahan ini mengandung arti bahwa PLN semakin 

dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya. 

Tahun 2001, Sejalan dengan kebijakan restrukturisasi sektor ketenaga 

listrikan, PT PLN (Persero) Wilayah VIII diarahkan menjadi Strategic 

Business Unit/Investment Centre dan sebagai tindak lanjut, sesuai dengan 

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No 01. K/010/DIR/2001 tanggal 8 

Januari 2001, PT PLN (Persero) Wilayah VIII berubah menjadi PT PLN 

(Persero) Unit Bisnis Sulawesi Selatan dan Tenggara 11. Tahun 200x 

Wilayah Sulsel & Sultra. Tahun 2006, berubah menjadi PT PLN (Persero) 

Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. 

2. Visi dan Misi PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sulbar Dan Sultra. 

a. Visi Perusahaan 
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Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, 

Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani. 

b. Misi Perusahaan 

Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi 

pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.  

1. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

2. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan 

ekonomi.  

3. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

4. Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas PT. PLN (Persero) 

Wilayah Sulsel, Sulbar dan Sultra Makassar 

a. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan 

General Manager 

Bidang 

Perencanaan 

Bidang 

Transmisi dan 

Distribusi 

Bidang Niaga 

dan Pelayanan 

Pelanggang 

Bidang 

SDM dan 

Umum 

Unit     

Pelaksana 

Pelaksana  

Bidang 

Pembangkitan 

Bidang   

Keuangan 

Sub Unit 

Pelaksana 



42 
 

b. Tugas Dan Tanggung Jawab 

Organisasi merupakan alat yang dibentuk untuk mencapai 

tujuan perusahaan, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah 

maupun jangka panjang. Sementara itu struktur organisasi 

mencerminkan pembagian tugas dari berbagai bagian yang terdapat 

dalam organisasi tersebut, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam 

melaksanakan tugas oleh para karyawan. 

Berdasarkan pada skema struktur organisasi, maka pembagian 

tugas dan tanggung jawab penulis hanya mencantumkan beberapa 

bidang saja, sebagai berikut : 

1. General Manager 

Bertanggung jawab atas pengadaan usaha, melalui 

optimalisasi seluruh sumber daya secara efisien, efektif dan 

sinergis serta menjamin penerimaan hasil penjualan tenaga 

listrik, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan profit serta 

iklim kerja yang produktif. 

2. Manajer Bidang Perencanaan  

Bertanggung jawab atas tersusunnya perencanaan kerja, 

sistem manajemen kerja, perencanaan investasi dan 

pengembangan aplikasi sistem informasi untuk mendukung 

upaya pengusahaan tenaga listrik yang memiliki efisiensi, mutu 

dan keandalan yang baik serta upaya pencapaian sasaran dan 

ketersediaan kerangka acuan pelaksanaan kerja.  

Adapun uraian tugas dalam bidang ini adalah : 

a. Menyusun perencanaan wilayah  
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b. RUPTL (Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik). 

c. RJP (Rencana Jangka Panjang) 

d. RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan)  

e. Rencana pengembangan sistem ketenaga listrikan. 

f. Menyusun sistem manajemen kinerja unit-unit kerja; 

g. Menyusun metode evalusi kelayakan investasi dalam 

melakukan penilaian finansialnya. 

h. Menyusun program pengembangan aplikasi sistem 

informasi  

i. Menyusun dan mengelola manajemen mutu. 

j. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. 

k. Menyusun laporan manajemen di bidangnya. 

3. Manajer Bidang Pembangkit 

Bertanggung jawab atas penyusunan strategi, standar 

operasi dan pemeliharaan, standar desain konstruksi dan 

kebijakan manajemen termasuk keselamatan ketanagalistrikan 

untuk menjamin kontinyitas pengusahaan tenaga listrik dengan 

efesiensi serta mutu dan keandalan yang baik dan dukungan 

logistik bagi operasional pengusahaan tenaga listrik di unit 

pelaksana. 

Adapun uraian tugas dari bidang ini adalah : 

a. Menyusun strategi pengoperasian dan pemeliharaan 

sistem pembangkit, transmisi dan jaringan distribusi serta 

membina penerapannya. 
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b. Menyusun standar untuk penerapan dan pengujian 

peralatan pembangkit, transmisi dan distribusi serta 

standar opersi dan pemeliharaan sistem pembangkit, 

transmisi dan jaringan distribusi. 

c. Menyusun standar desain dan kriteria konstruksi 

pembangkit, transmisi, jaringan distribusi dan peralatan 

kerjanya serta membina penerapannya. 

d. Melakukan pengendalian susut energi listrik dan gangguan 

pada sistem pembangkitan, transmisi, distribusi serta 

saran perbaikannya. 

e. Menyusun metoda kegiatan konstruksi dan administrasi 

pekerjaan serta membina penerapannya. 

f. Menyusun kebijakan manajemen sistem pembangkitan, 

transmisi dan jaringan distribusi. 

g. Menyusun kebijakan manajemen pengadaan dan 

perbekalan pembangkitan, transmisi dan distribusi serta 

membina penerapannya. 

h. Menyusun kebijakan manajemen lingkungan dan 

keselamatan ketenagalistrikan serta membina 

penerapannya. 

i. Menyusun pengembangan sarana komunikasi dan 

otomatisasi operasi pembangkitan, transmisi dan jaringan 

distribusi. 

j. Menyusun, memantau dan mengevaluasi ketentuan data 

induk pembangkit, transmisi dan jaringan distribusi. 
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k. Musulan RKAP yang terkait dengan bidangnya. 

l. Menyusun laporan manajemen di bidangnya.  

4. Manajer Bidang Transmisi & Distribusi 

Keberhasilan PLN Sulserlabar dua kali berturut-turut 

meraih kinerja terbaik merupakan PR berat buat kita ke depan 

untuk mempertahankannya. Jika ke depan kami melakukan 

kelalaian, mohon diberi bimbingan, teguran. Karena bagi kami 

teguran adalah suatu bentuk perhatian agar kita bisa lebih baik. 

Saya sangat mengharapkan dukungan dari Bapak GM dan 

rekan-rekan lainnya. Saya akan berusaha sebaik-baiknya 

melanjutkan program-program manajer bidang sebelumnya. 

Kepada teman yang akan meninggalkan PLN Sulselrabar, 

selamat jalan semoga lebih sukses di tempat kerja yang baru.” 

5. Bidang Niaga & Pelayanan Pelanggan  

Bertanggung jawab atas upaya pencapaian target 

pendapatan dari penjualan tenaga listrik, pengembangan 

pemasaran yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan 

serta transaksi pembelian tenaga listrik yang meberikan nilai 

tambah bagi perusahaan, serta ketersediaan standar 

pelaksanaan kerja dan terciptanya interaksi kerja yang baik 

antara unit-unit pelaksanaan. 

Adapun uraian tugas dari Bidang Niaga ini adalah : 

a. Menyusun 

1. ketentuan dan strategi pemasaran. 

2. Perencanaan penjualan energi dan rencana pendapatan. 
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b. Mengevaluasi harga jual beli tenaga listrik. 

c. Menghitung biaya penyediaan tenaga listrik. 

d. Menegosiasikan harga jual beli tenaga listrik. 

e. Menyusun : 

1. Strategi pengembangan pelayanan pelanggan. 

2. Standar dan produk pelayanan. 

3. Ketentuan Data Induk Pelanggan (DIL) dan Data Induk 

Saldo (DIS). 

4. Konsep kebijakan sistem informasi pelayanan 

pelanggan. 

f. Melakukan pengendalian DIS dan oponame saldo piutang. 

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan kepada 

pelanggan tertentu, antara lain TNI/POLRI dan intansi 

vertikal. 

h. Mengkaji pengelolaan pencatatan meter dan menyusun 

rencana penyempurnaannya. 

i. Menyusun mekanisme interaksi antar unit pelaksana. 

j. Menyusun rencana pengembangan usaha baru serta 

pengaturannya. 

k. Membuat usulan RKAP bersama dengan Bidang 

Perencanaan dan Bidang lainnya. 

l. Menyusun dan mengelola manajemen mutu. 

m. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. 

n. Menyusun laporan manajemen di bidangnya. 

6. Bidang Keuangan  
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Bertanggung jawab atas penyelenggaran atas pengelolaan 

anggaran dan keuangan unit usaha sesuai dengan prinsip-

prinsip manajemen keuangan yang baik, pengelolaan pajak dan 

asuransi yang efektif serta penyajian laporan keuangan dan 

akuntansi yang akurat dan tepat waktu. 

Adapun tugas dalam bidang keuangan ini adalah : 

a. Menyusun kebijakan anggaran dan proyeksi keuangan 

perusahaan. 

b. Mengendalikan anggaran investasi dan anggaran operasi. 

c. Mengendalikan aliran kas pendapatan. 

d. Mengendalikan aliran kas pembiayaan. 

e. Melakukan pengelolaan keuangan. 

f. Melakukan analisis dan evalusi laporan keuangan unit-unit. 

g. Menyusun laporan keuangan konsolidasi. 

h. Menyusun laporan rekonsoliasi keuangan. 

i. Menyusun dan menganalisa kebijakan resiko dan 

penghapusan asset. 

j. Melakukan pengelolaan pajak dan asuransi. 

k. Membuat usulan RKAP yang terkait dengan bidangnya. 

l. Menyusun dan mengelola manajemen mutu. 

m. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. 

n. Manyusun laporan manejemen di bidangnya. 

7. Manajer Bidang SDM & UMUM 

a. Sumber Daya Manusia 
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Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan 

manajemen SDM dan Organisasi, administrasi kepegawaian 

dan hubungan industrial untuk mendukung kelancaran kerja 

organisasi. 

Adapun tugas dari Bidang SDM dan Organisasi ini 

adalah : 

1. Mengelola : 

a. Pengembangan organisasi dan manajemen. 

b. Pengembangan sumber daya manusia. 

c. Manajemen sumber daya manusia. 

d. Administrasi dan data kepegawaian. 

2. Melakukan analisis dan evalusi jabatan 

3. Membina hubungan industrial. 

4. Membuat usulan RKAP (Rencana Kerja Anggaran 

Perusahaan) yang terkait dengan bidangnya. 

5. Menyusun dan mengelola manajemen mutu. 

6. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. 

7. Komunikasi, Hukum dan Adminstrasi. 

b. Umum 

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan 

administrasi kesekretariatan, komunikasi masyarakat dan 

hukum, dan pengelolaan keamanan, sarana dan prasarana 

kantor serta pembinaan lingkungan untuk mendukung 

kelancaran kerja organisasi. 
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Adapun tugas dari Bidang Komunikasi, Hukum dan 

Administrasi ini  adalah : 

1. Mengelola : 

a. Serifikasi asset. 

b. Dekomentasi dan perpustakaan. 

c. Administrasi kesekretariatan, protokol dan rumah 

tangga kantor induk. 

2. Mengelola : 

a. Komunikasi kemasyarakatan dan pelanggan. 

b. Fasilitas dan prasarana kerja. 

c. Sistem keamanan dan pengamanan kantor. 

3. Mengelola program bina/peduli lingkungan. 

4. Melakukan advokasi hukum dan peraturan Perusahaan. 

5. Membuat usulan RKAP yang terkait dengan bidangnya. 

6. Menyusun dan mengelola manajemen mutu. 

7. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar. 

Perusahaan tersebut telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dengan 

cukup baik, hal ini dapat diketahui dengan terpenuhinya syarat-syarat dan 

karakteristik dari pusat pertanggungjawaban. Perusahaan juga telah 

menjalankan pengendalian biaya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari analisis 

laporan pertanggungjawaban yang menunjukkan bahwa kinerja setiap manager 

pusat pertanggungjawaban telah efektif dalam mengelola biaya.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

dilakukan pada PT. PLN (Persero), maka penulis mengambil kesimpulan 

bahwa akuntansi pertanggungjawaban pada PT. PLN (Persero) 

sudah baik. Hal ini didukung oleh sudah terpenuhnya 

beberapa syarat dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian dan pembahasan, maka penulis menyarankan agar 

PT.PLN (Persero) memberikan hukuman atau membuat 

peraturan tertulis untuk manajer dan pegawai lain jika 

melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan 

kewajiban dan tanggungjawabnya agar mereka bisa melakukan 
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sesuatu yang lebih baik lagi dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. 

 

 

 



50 
 

 

BAN V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kebijakan Akuntansi pada PT. PLN (Persero) Wlayah Sulselrabar 

Kebijakan tidak menggunakan ISAK 8 dan mengaitkan dengan 

pencapaian target proyek listrik 35.000 MW dan menggunakan isu 

nasionalisme ini merupakan upaya PLN mempolitisasi ISAK 8. Juga 

sebagai bagian dari upaya lobi terhadap regulator untuk menjustifikasi 

kebijakannya. Kedepannya, opini Wajar Dengan Pengecualian dan 

penolakan terhadap standar akuntansi yang diadopsi dari standar 

akuntansi internasional justru akan mengganggu kemampuan PLN 

mendapatkan kepercayaan dari investor baik, nasional maupun 

internasional. 

Literatur akuntansi telah mendokumentasikan beberapa faktor 

yang mempengaruhi pengambilan kebijakan akuntansi oleh perusahaan. 

Di antaranya adalah keterkaitan antara angka akuntansi (yang paling 

umum digunakan adalah besaran laba) dengan bonus bagi top 

management, adanya dorongan untuk mendapatkan pengakuan dari 

labor market atas kinerja perusahaan, adanya dorongan atau “paksaan” 

membayarkan dividen dalam jumlah besar, dan cara menutupi 

ketidaktercapaian suatu target. Faktor itu mengaitkan self interest motive 

dengan politisasi standar akuntansi. 

Sebagai perusahaan yang menjalankan amanah ketenagalistrikan 

untuk kepentingan hajat hidup seluruh rakyat Indonesia, PLN seharusnya 

memiliki komitmen menyajikan informasi keuangan yang berkualitas dan 

mengevaluasi KPI manajemennya. Dengan begitu, PLN tidak terikat 

       50 
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sepenuhnya dengan angka akuntansi, tetapi lebih mencerminkan social 

contract dengan ultimate stakeholder-nya, yaitu masyarakat sebagai 

pemakai sumber daya listrik. 

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN seharusnya tidak 

memandang BUMN ketenagalistrikan sebagai cash cow dan menuntut 

laba dan pembayaran dividen setinggi-tingginya, melainkan menekankan 

KPI berdasarkan ketercapaian atas social contract dan pemenuhan 

kebutuhan listrik. 

Pemerintah juga perlu mengevaluasi apakah penugasan 

pembangunan listrik 35.000 MW kepada PLN merupakan target yang 

feasible. Melihat kondisi keuangan PLN (tanpa memasukkan unsur ISAK 

8) dan tingkat efisiensi perusahaan, target tersebut sulit tercapai. Oleh 

karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi model bisnis infrastruktur 

ketenagalistrikan dan membuka kesempatan pihak lain di luar PLN untuk 

berperan. Dengan demikian, PLN akan dipaksa berkompetisi dan 

menjalankan service excellent pada masyarakat dan menjalankan 

bisnisnya lebih efisien.              

Kegiatan pencatatan akuntansi pada PT. PLN (Persero) Wilayah 

Sulselrabar mulai tahun 2014 sudah dilakukan dengan proses terpusat, 

yang artinya segala transaksi utama perusahaan yang terkait dengan 

penjualan tenaga listrik akan dicatat oleh kantor pusat PT. PLN yang 

berada di Jakarta. Sedangkan kantor wilayah di tiap-tiap daerah di 

Indonesia, termasuk kantor PLN Wilayah Sulselrabar, hanya melakukan 

transaksi kas kecil dan transaksi-transaksi lainnya diluar penjualan 

ketenaga listrikan. Kantor wilayah hanya bertugas untuk memantau 
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penyaluran tenaga listrik dan jumlah daya yang digunakan setiap 

periodenya. Akuntansi di PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar 

dilakukan secara sistematis menggunakan aplikasi komputer. Salah satu 

program yang digunakan adalah systems, applicatiosn and products 

(SAP) dan Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) . Semua 

transaksi yang dilakukan dicatat dan diproses mulai dari adanya 

permintaan penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan, timbulnya 

piutang pelanggan yang di tandai dengan keluarnya rekening tagihan 

pelanggan, hingga adanya kas masuk yang kemudian akan secara 

otomatis disalurkan ke rekening pusat PLN Jakarta. PT. PLN (Persero) 

Wilayah Sulselrabar akan diberikan dropping uang kas untuk kegiatan 

operasionalnya serta bertugas untuk melaporkan arus kasnya setiap 

3 bulan sekali ke kantor pusat Jakarta.  

Pada akhir periode, setiap kantor wilayah hanya berkewajiban 

melaporkan hasil penjualan tenaga listrik dan laporan arus kas yang 

diterima sebelumnya. Laporan tersebut akan dijadikan sebagai bukti 

kegiatan operasional perusahaan selama satu tahun. Metode Akuntansi 

yang digunakan oleh PT. PLN adalah Accrual Basis. 

Accrual basis merupakan metode pencatatan akuntansi dimana 

pendapatan maupun beban akan diakui dan dilaporkan dalam laporan 

laba rugi pada saat pendapatan atau beban tersebut terjadi tanpa 

memperhatikan arus kas masuk ataupun arus kas keluar. Sedangkan 

Standar Akuntansi yang digunakan oleh PT. PLN Persero Wilayah 

Sulselrabar  dalam penyusunan laporan keuangan nya ialah mengacu 

pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan regulasi 
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terkait lainnya yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan 

prosesproses akuntansi dan keuangan Perusahaan. 

B. Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban pada PT. PLN (Persero) 

Wilayah Sulselrabar 

Pengukuran dilakukan dengan teknik analisis deskriptif terhadap 

variabel penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan indicator 

syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban, karakteritik akuntansi 

pertanggungjawaban dan pusat pertanggungjawaban. 

a. Syarat-syarat Akuntansi Pertanggungjawaban 

1. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi pada PT. PLN (persero) secara jelas telah 

menggambarkan jenjang wewenang, tanggung jawab, tugas dan 

kewajiban setiap tingkatan manajemen dengan baik. Perusahaan 

juga telah merumuskan dengan jelas fungsi-fungsi pokok, tugas dan 

tanggung jawab unit kerja pada PT. PLN (persero). 

2. Anggaran 

Penyusunan anggaran di P. PLN (persero) dilaksanakan 

berdasarkan atas akuntansi pertanggungjawaban. oleh karena itu, 

setiap manajer pusat pertanggungjjawaban mempunyai hak untuk 

mengajukan anggaran sesuai dengan ruang lingkup, wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing. Anggaran yang diajukan oleh 

setiap manajer pusat pertanggungjawaban sebelum disetujui harus 

dibahas bersama-sama dengan atasan masing-masing. Tujuannya 

agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijadikan salah satu 

alat ukur prestasi kerja manajer. 
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3. Pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali 

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari PT. PLN 

(persero), perusahaan tersebut telah memisahkan biaya terkendali 

dan biaya tidak terkendali untuk masing-masing pusat 

pertanggungjawaban yang ada pada PT. PLN. 

b. Klasifikasi dan kode rekening untuk akuntansi pertanggungjawaban 

 Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat dikatakan bahwa 

PT. PLN telah melakukan pengkodean rekening untuk setiap perkiraan 

dengan cukup memadai. 

c. Laporan Pertanggungjawaban. 

Tabel 4.1 

Laporan Pertanggungjawaban Biaya PT. PLN (Persero) Wilayah 

Sulselrabar Tahun 2017 

NO Jenis Biaya Anggaran (Rp) Ralisasi (Rp) Presentase 
(%) 

 Biaya perlengkapan 
kantor 

   

1. Printer Epson L 210 2.000.000 2.000.000 100 % 

2. Kamera Digital IXUS 
140Canon 

2.200.000 2.200.000 100 % 

3. Printer Epson L 350 2.175.000 2.175.000 100 % 

4. Printer Epson LQ 2190  6.369.000 6.369.000 100 % 

5. Hard disk external 2 TB 1.460.000 1.460.000 100 % 

6. Hard disk eksternal 1 TB 1.760.000 1.760.000 100 % 

 Total 15.964.000 15.964.000 100 % 

 Biaya Barang Berbentuk 
Logam 

   

7. Exhaust Lt 1 819.500 819.500 100 % 

8. Exhaust Lt 2 819. 500 819. 500 100 % 

9.  Fuling Kabinet 4 Laci Lion 3.303.200 3.303.200 100 % 

10.  Locker Staff (9 Pintu) Lion 2.805.000 2.805.000 100 % 

 Total  7.747.200 7.747.200 100 % 

 Biaya Inventaris Kantor    

11.  Panasonic Ac Spilit 2 Pk 38.400.000 38.400.000 100 % 

12. Panasinic Ac Spilit 1,5 Pk 9.218.000 9.218.000 100 % 

 Total  47.618.000 47.618.000 100 % 

 TOTAL Rp. 71.329.200 Rp. 71.329.200  
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Tabel 4.1 menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban biaya PT. 

PLN (Persero) Tahun 2017 yang terdiri dari biaya perlengkapan kantor 

dianggarkan Rp15.964.000 dapat terealisasi sebesar Rp15.964.000 tidak ada 

penyimpangan yang terjadi, biaya barang berbentuk logam dianggarkan 

Rp7.747.200 dapat terealisasi sebesar Rp7.747.200 tidak ada penyimpangan 

yang terjadi, dan biaya inventaris kantor dianggarkan Rp47.618.000 dapat 

terealisasi sebesar Rp47.618.000 tidak ada penyimpangan yang terjadi. Jadi total 

keseluruhan rencana anggaran tahun 2017 berjumlah Rp71.329.200 dan dapat 

terealisasi sebanyak Rp71.329.200. 

Laporan pertanggungjawaban biaya PT. PLN (Persero) Wilayah 

Sulselrabar  bisa dikatakan sudah baik karena laporan pertanggungjawaban ini 

berisi mengenai biaya-biaya yang dianggarkan, biaya yang terealisasi, dan 

selisih atau penyimpangannya. Dapat juga ditarik suatu kesimpulan bahwa 

kinerja manajer PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar sangatlah baik dan 

memuaskan karena biaya yang dianggarkan sama persis dengan biaya yang 

terealisasi dalam perusahaan, bahkan sama sekali tidak ditemukan 

penyimpangan biaya. 

Tabel 4.2.  

Laporan Laba Rugi PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar 

No Uraian Jumlah 

1 Pendapatan Usaha Rp. 9.626.557.890.254 

2 Biaya Usaha Rp. 9.678.397.255.782. 

3 Laba (Rugi) Usaha Rp. 51.839.365.528 

Sumber: Data Intern Perusahaan 
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d. Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawab 

1. Identifikasi Pusat pertanggungjawaban 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, PT. PLN (Persero) telah 

mengidentifikasi dan mentapkan suatu pusat pertanggungjawaban 

yang diberi tugas dan tanggung jawab berdasarkan spesialisasi dan 

bidang yang ditempatinya. 

2. Standar pengukuran kinerja manajer 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, standar pengukuran 

kinerja manajer pada PT. PLN (Persero) adalah terlaksananya tugas 

dan tanggung jawab dari masing-masing bagian pada PT. PLN 

(Persero). 

3. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan anggaran dan 

realisasi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, PT. PLN (Persero) 

terdapat laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi 

anggaran yang dapat dijadikan dasar yang memadai untuk 

mengukur kinerja manajer. 

4. Penghargaan dan Hukuman 

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang penulis lakukan 

pada PT. PLN (Persero), manajer akan mendapatkan penghargaan 

jika kinerja dari semua bagian (user) sudah berjalan sesuai dengan 

tugas dari masing-masing bagian (user) tersebut. Dan tentunya 

tidak spesifikpada satu bagian (user) saja. Sedangkan hukuman 

tidak diberlakukan, melainkan hanya diberikan kesempatan untuk 

memperbaki kesalahan atau apa yang belum di capai oleh bagian 
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tersebut. Kecuali penyimpangan dalam anggaran, manajer yang 

bersangkutan akan langsung dikeluarkan dari PT. PLN (Persero). 

Ketika manajer sudah mencapai suatu tujuan dan kinerjanya bagus 

maka manajer tersebut akan menjadi salah satu komponen kinerja 

individu dan oganisasi yang secara tidak langsung akan 

berpengaruh kepada dua hal yaitu: 1. Secara material akan 

mendapatkan intensif kinerja. 2. Naik jabatan/grand. 

C. Penilaian kinerja PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar 

Penilaian kinerja merupakan suatu proses penilaian prestasi kerja 

yang telah dicapai oleh tiap pusat pertanggungjawaban dalam 

mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sebatas 

wewenang dan tanggung jawab guna mencapai sasaran organisasi yang 

ditetapkan. Sistem penilaian kinerja dilakukan melalui seberapa baik 

kinerja manajer mengalokasikan sumber daya yang ada. Penilaian kinerja  

tercermin dalam bentuk laporan pertanggungjawaban dari masing-masing 

bagian atas perbandingan antara anggaran dan realisasinya. 

Tabel  4.3 

Data Hasil Penilaian Kinerja Karyawan Tahun2016-2017 (Orang) 

Tahun Unsur 
Penilaian 

Kualitas Penilaian Karyawan Karyawan 

Sangat 
Optimal 

Potensial Perlu 
Penyesuaian 

Buruk 

Sem I 
2016 

Nilai 
 Sasaran 
Kinerja 

40 47 10 4 102 

Nilai 
Kompetensi 
Individu 

44 41 11 6 102 

Kesimpulan 
Prestasi 

45 37 12 8 102 

Sem II 
2016 

Nilai 
 Sasaran 

59 47 7 5 102 
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Kinerja 

Nilai 
Kompetensi 
Individu 

54 40 2 6 102 

Kesimpulan 
Prestasi 

49 36 8 9 102 

 
Sem I  
2017 

Nilai 
 Sasaran 
Kinerja 

42 45 6 6 102 

Nilai 
Kompetensi 
Individu 

52 39 4 7 102 

Kesimpulan 
Prestasi 

54 32 8 8 102 

Sumber : Bagian SDM PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar 

Dari table 4.3 menunjukkan bahwa hasil penilaian kinerja 

karyawan PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar mengalami kenaikan 

pada kesimpulan prestasi kerja karyawan sangat optimal tahun 2016 

semester I DAN II sebenyak 45 (empat puluh lima) orang menjadi 49 

(empat puluh Sembilan) orang dan semester I 2017 sebanyak 54 (lima 

puluh empat) orang.  

Selain keberadaan karyawan, perusahaan juga perlu 

memperhatikan sistem dan prosedur kerja yang seperti apa yang perlu 

diterapkan dalam internal perusahaan. Ada baiknya jika semua elemen 

terkontrol dan terkordinasi dengan baik sehingga timbul keselarasan 

selama bisnis berlangsung. 

PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselbar sebagai organisasi non 

profit merupakan lembaga yang memberikan pelayanan penyediaan listrik 

dan tidak mencari keuntungan komersial. Karena sifat demikian, maka 

manajemen dalam mengelol PT. PLN (Persero) tidaklah mudah, karena 

mengingat PT. PLN (Persero) harus tetap berdiri disamping fungsi 

sosialnya tetap dipertahankan. 
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Keputusan pelanggan menjadi hal yang penting bagi PT. PLN 

(Persero), dimana hal ini menjadi factor terciptanya loyalitas pelanggan, 

dimana loyalitas pelanggan ini salah satunya dapat diukur karena  

PT.PLN (Persero) memberikan pelayanan prima yang dibutuhkan 

pelanggan. Karena dengan meningkatkan pelayanan pelanggandi 

harapkan akan lebih puas dan hal ini tercakup dalam perspektif 

konsumen. 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari syarat-syarat akuntansi 

pertanggungjawaban telah dilakukan dengan baik. Struktur organisasi 

menunjukkan kerangka atau bagan yang menggambarkan jaringan 

hubungan kerja dan susunan pola hubungan yang menunjukkan 

kedudukan, tugas, dan tanggung jawab secara hirarki yang terdapat pada 

suatu perusahaan. Apabila struktur oganisasi dapat menunjukkan dengan 

jelas pemmisahan garis wewenang dan tanggung jawab, maka masing-

masing pusat pertanggungjawaban akan mudah dinilai prestasi kerjanya. 

Pada PT. PLN (Pesero), dalam penyusunan anggaran penjualan, 

manajer penjualan juga mempertimbangkan berbagai faktor dengan 

maksud agar anggaran penjualan yang disusun dapat lebih realistis 

sehingga dapat lebih mudah untuk mencapainya. Penyusunan anggaran 

sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kep. 

101/MBU/2002 tentang prosedur penyusunan anggaran BUMN yang efektif 

melibatkan setiap unit organisasi dalam perusahaan, agar setiap unit 

tersebut akan merasa bertanggungjawab untuk melaksanakan anggaran 

yang telah ditetapkan. Kebijaksanaan penyusunan anggaran yang 
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melibatkan seluruh unit organisasi dalam perusahaan akan menghasilkan 

anggaran yang lebih rasional. Dalam hal ini, setiap unit organisasi lebih 

dapat memahami pekerjaannya masing-masing sehingga usulan yang 

diberikan diharapkan akan lebih mendekati pada kenyataan (realisasi) yang 

mungkin terjadi. 

Proses penyusunan anggaran biaya pemeliharaan secara umum 

pada PT. PLN (Persero) dilakukan melalui beberapa tahapan: 

1. Pusat memberikan input yang diberikan kepada unit seperti data 

historial, skedul, pemeliharaan dan emergency yang kemudian 

diproses untuk menyusun kegiatan selanjutnya dan anggaran operasi 

rutin konstruksi. 

2. Proses penyusunan telah dilakukan oleh distribusi yang 

menanggungjawapi Area dan Rayon. Langkah kedua mengevaluasi 

program dan Rayon. Langkah kedua mengevaluasi program kerja dan 

anggaran pemeliharaan per fungsi oleh divisi terkait dari beberapa 

input seperti strategi dan prioritas, target KPI, historial data per fungsi, 

rasio terhadap asset, service level agreement KEMENKEU semua 

dievaluasi bersamaan. 

3. Proses ketiga, konsolidasi program dan alokasi pagu anggaran 

tentang relisasi tahun, besarnya tambahan asset, dan target BPP 

rasio terhadap asset. 

4. Langkah berikutnya adalah output. Tujuan dari proses yang dilakukan 

oleh pihak terkait pada saat proses penyusunan kegiatan dalam 

LKAO dan mengevaluasi program kerja perfungsi oleh divisi terkait 



61 
 

 

adalah untuk mencapai hasil akhir usulan kegiatan dan anggaran 

pemeliharaan. 

5. Proses konsolidasi program dan alokasi pagu anggaran ini outpunya 

adalah anggaran pemeliharaan pada proyeksi. 

Pengklasifikasian biaya ke dalam biaya terkendali dan tidak terkendali 

sangat ditekankan dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban karena 

pengendalian dan penggunaan tanggung jawab yang baik terhadap biaya-

biaya yang dapat dikendalikan dapat dijadikan pedoman dalam menilai 

kinerja suatu suatu pusat pertanggungjawaban. Pemisahan antara biaya 

terkendali dan biaya tidak terkendali juga sangat penting untuk 

menetapkan pusat pertanggungjawaban yang bertanggung jawab atas 

realisasi dan penyimpangan dari suatu anggaran. Manajemen dapat 

mengetahui dimana biaya terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab 

atas realisasi dan penyimpangan yang mungkin terjadi terhadap suatu 

anggaran. 

Klasifikasi biaya yang dilakukan PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselbar 

sudah dapat memenuhi konsep akuntansi pertanggungjawaban, karena 

terdapat klasifikasi atas kode rekening biaya secara rinci pada laporan 

pertanggungjawaban biaya. Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, hal 

ini akan mempermudah manajemen menelusuri siapa yang bertanggung 

jawab bila terjadi penyimpangan anggaran dan juga berakibat lemahnya 

pengendalian karena pertanggungjawaban yang tidak jelas. 

Dalam akuntansi pertanggungjawaban juga dibutuhkan adanya 

Pengkodean yang jelas terhadap rekening biaya. Karena pemberian kode 
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rekening juga mendukung klasifikasi biaya yang berfungsi memudahkan 

dalam penelusuran terhadap manajemen yang seharusnya bertanggung 

jawab apabila terjadi penyimpangan biaya. Penggunaan kode rekening 

akan menunjukkan jenis biaya dan tempat biaya sehingga mempercepat 

pemberian informasi penyajian data keuangan. Setiap tingkatan 

manajemen hendaknya memiliki kode rekening agar mempermudah dalam 

pengawasan dan pengendalian biaya. 

Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban dikehendaki adanya 

sistem pelaporan biaya oleh pusat pertanggungjawaban oleh karena itu 

adanya laporan pertanggungjawaban sangat diperlukan. Laporan ini 

nantinya akan dijadikan dasar bagi manajemen tingkat yang 

lebih tinggi untuk menilai kinerja masing-masing manajer menengah dan 

manajer bawah. Laporan pertanggungjawaban dalam sistem akuntansi 

pertanggungjawaban disusun secara periodik atau tergantung pada 

kebijakan perusahaan dan lebih terarah pada 

kemampuan manajer dalam mengendalikan biaya sesuai dengan 

wewenang dan tingkatan manajemen dalam rangka penilaian kinerja. 

Laporan pertanggungjawaban biaya harus dengan jelas membedakan 

antara biaya terkendalii dan tidak terkendali karena penilaian 

kinerja dapat didasarkan atas biaya yang dapat dikendalikan oleh seorang 

manajer pusat pertanggungjawaban, selain itu perlu dicantumkan kode 

rekening untuk bisa menjelaskan tempat terjadinya biaya.  

Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban dikehendaki adanya 

sistem pelaporan biaya oleh pusat pertanggungjawaban oleh karena itu 

adanya laporan pertanggungjawaban sangat diperlukan. Laporan ini 
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nantinya akan dijadikan dasar bagi manajemen tingkat yang 

lebih tinggi untuk menilai kinerja masing-masing manajer menengah dan 

manajer bawah. 

Laporan pertanggungjawaban dalam sistem akuntansi 

pertanggungjawaban disusun secara periodik atau tergantung pada 

kebijakan perusahaan dan lebih terarah pada kemampuan manajer dalam 

mengendalikan biaya sesuai dengan wewenang dan tingkatan manajemen 

dalam rangka penilaian kinerja. Laporan pertanggungjawaban biaya harus 

dengan jelas membedakan antara biaya terkendalii dan tidak terkendali 

karena penilaian kinerja dapat didasarkan atas biaya yang dapat 

dikendalikan oleh seorang manajer pusat pertanggungjawaban, selain itu 

perlu dicantumkan kode rekening untuk bisa menjelaskan 

tempat terjadinya biaya. 

PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar membuat laporan 

pertanggungjawabannya tiap tahun sekali yang dibuat secara rinci oleh 

manajer keuangan. Manajer tiap bagian wajib menyerahkan bukti-bukti 

pembayaran atau penggunaan dana perusahaan untuk aktivitas 

perusahaan kepada manajer Keuangan kemudian manajer keuangan akan 

membukukannya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban per tahun 

untuk diserahkan kepada Direktur perusahaan sebagai pedoman untuk 

menilai kinerja tiap-tiap pusat pertanggungjawaban. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas sudah sejalan dengan penelitian 

Pangow (2013) dengan judul Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban 

Sebagai Salah Satu Dasar Penilaian Prestasi Manajemen Pada PT. Bank 
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Danamon Indonesia, Tbk. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah 

peranan akuntansi pertanggungjawaban sebagai salah satu dasar penilaian 

prestasi manajemen pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Menggunakan 

metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan 

akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk 

telah memadai sebagai alat penilaian prestasi manajemen. Hal ini dilihat dari 

adanya struktur organisasi yang secara jelas menetapkan wewenang dan 

tanggung jawab, serta dapat dikatakan produktif karena dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan ROA.  
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